BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR % TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu
menetaplkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (entang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darn
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruvan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180};

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286},

4. Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087}
sebagaimana telah diubah Dbeberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717):

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353538)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22J5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1045);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor S0/PMK.07/ 2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menten Keuangan Nomor 20/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1970);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1448);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor
231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2016 Nomor 231 .a);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor
236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Nomor 236.a},

Peraturan Daerah Kahupaten Gunung Mas Nomor 14
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 {Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 263,
Tambabhan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 263.a);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 437);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2019.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

W

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

Pemer}ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemermtqhap Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

. Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum vang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk me}lgatur dan mengﬁrus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yvang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasvarakatan dan  pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh
setiap Desa secara merata vang besarnya dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumiah desa secara
nasional.

. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, vang memiliki jumiah
penduduk miskin tinggi.
Alokasi Formula adalah alokasi vang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut [KG Desa adalah
angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur.
transportasi, dan komunikasi.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Jumlah Desa adalah jumlah Desa vang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negerti.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, vang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Rekening Kas Umum Negara, vang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.
Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah vang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung scluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar sclurth pengeluaran Desa pada
bank yang ditetapkan.
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16. Kantor Pelaya.nan Pgrbendaharaan Negara yang selanjutnva disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

memperoleh kgasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan
sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran

2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi; dan
c. alokasi formula.,

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun
2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019,

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal vang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

{2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada avat
{1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 hurul ¢, dihitung
herdasarkan data jumiah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis vang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal

5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {{0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumiah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Kabupaten Gunung Mas

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten Gunung Mas

Z3 = rasio luas wilavah sctiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten Gunung Mas

Z4 = rasio [KG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten

Gunung Mas
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Gunung Ma<
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¢ disusun dan ditetapkan oleh Bupati
yang berwenang dan/atay lembaga
pemerintah di bidang statistik.
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Pasal 7

s Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
berdasarkan data dart kementerian
yang menyelenggarakan urusan

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas
Tahun Anggargn 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. )

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah-bukuan dari dari
RKUD ke RKD.
Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyvaratan
penyaluran telah dipenuhi.
Penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga

bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
b. tahap 1 paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap [ll paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah
Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa.
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap Il dilaksanakan setelah
Bupati menerima laporan realisasi penverapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap IIi dilaksanakan
setelah Bupati menecrima laporan realisasi penverapan dan capaian
output Dana Desa tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa.
Laporan realisasi penverapan dan capaian output Dana Desa tahap Il
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling kurang sebesar 75% {tujuh puluh lima persen] dan
rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% {lima
puluh persen).
Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5] dan ayat (6)
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seiuruh
kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (5} dan avat (6) dilakukan sesuat
dengan tabel referensi data Dbidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

{10) Dalam hat tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat {8]

belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat
memutakhirkan tabcel referensi data dengan mengacu pada peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
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BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pem
pemberdayaan masyarakat dengan memperhatﬂ}(,an P?ioﬁ?aa:ggzg?ungg
Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun
2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan
Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya; dan
b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I;
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Februari tahun
anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat
minggu ke empat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hruf ¢ disampaikan paling lambat
minggu ke empat bulan September tahun anggaran berjalan.

-




-8-

(6) Dalam ha! terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
Eznilafgmandlaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
es i takhi i ,
Bullaa a a dapat menyampaikan pemu Iran capaian output kepada
BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5);

b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan penundaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) berdasarkan hasil pemeriksaan reguler ataupun pemeriksaan
khusus terhadap Pemerintah Desa yang bersangkutan, sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I,
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan
oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal terdapat
potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau
penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
a.apabila dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
b.apabila sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang
dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
c.apabila terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP).
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan
berakhirmnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke
RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

{4} Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB
Desa pada tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran berikutnva sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6)Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyvaluran schelum
minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap | yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan
Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah
dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurul b, masih terdapat sisa Dana
Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

Bagian Kedua
Sanksi Pemotongan Dana Desa
Pasal 17

(1)Sanksi Pemotongan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2019.

{2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
sebesar Rp 710.757.000 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Tujuh Ribu Rupiah), disebabkan adanya 1 {satu) Desa yang tidak
tersalur Dana Desa tahun anggaran 2018 yaitu Desa Sangal Kecamatan
Rungan Hulu.

(3) Dana Desa vang tidak tersalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran
2018 dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2019.

(4)Jumlah pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
mempengaruhi nilai transfer Dana Desa dari RKUN ke RKUD yang
seharusnya berjumlah Rp.101.479.057.000,-(Seratus Satu Miliar Empat
Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)]
sehingga menjadi sebesar Rp.100.768.300.000,- (Seratus Miliar Tujuh
Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rriniahi
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ggﬁap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun

pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd
ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 445

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19651110 199203 1 ULS












